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PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN 
SUARA (PPS) SE-KECAMATAN MALILI UNTUK PEMILU DPR, DPD DAN DPRD 

TAHUN 2009 
 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR  

NOMOR : 13/SK/KPU-LT/VII/2008 
 

 

ABSTRAK :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Panitia 

Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD dan DPRD tahun 2009; 

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Luwu Timur ini adalah Undang unndang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LembaraN Negara 

Republik Iindonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 Tentang Partai Politik ( Lembaran Negara RI Nomor 2 Tahun 

2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801); Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 

tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; 

Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
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Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilu 

2009; 
 

 

  

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 11 Juli 2008 

- ada Lampiran 


